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Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli — 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KOMISI I

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. BIN - BINDA,; Kodam XIV/Hasanuddin:
b. Mabes TNI - Kodam Dalam rangka mengetahui Kesiapan Kodam
c. RRI XIV/Hasanuddin; | XIV/Hasanuddin dalam Mendukung Pengamanan

- LPP RRL Pemilu 2024.

Tanggal 17 — 20 Juli | LPP RRI:

2023. - Dalam rangka mengetahui peran LPP RRI dalam
penguatan nilai budaya dan bangsa dalam konten
siaran di era digital; dan
- Peran LPP RRI dalam edukasi, sosialisasi pemilu
kepada masyarakat menjelang pemilu 2024.

BIN:
Bersifat rahasia.
2. | Kementerian Luar - KBRI Ceko Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan
Negeri tanggal 22 — 28 Komisi I DPR RI terkait pelaksanaan kebijakan
Juli 2023; Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui
pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
- KBRI Austria dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
tanggal 29 Juli - | Perundang-undangan serta untuk mengetahui
4 Agustus 2023. pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan

terhadap Warga Negara Indonesia serta Badan
Hukum Indonesia di Luar Negeri, dan untuk
memberikan Penguatan Diplomasi Parlemen
terhadap Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI.




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli — 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | 1. Kepala Kepolisian Komisi III melaksanakan Kunjungan Kerja | Kunjungan Kerja Reses
Daerah Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang | Masa Persidangan V
2. Kepala Kejaksaan 2022-2023 ke 3 (tiga) daerah, yaitu: Tahun Sidang 2022-
Tinggi 1. Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 14 2023.
3. Kepala Kantor Wilayah s.d. 18 Juli 2023.
Kemenkumham 2. Provinsi Banten, tanggal 17 s.d. 21 Juli
4. Kepala BNN Provinsi 2023.
5. Ketua Pengadilan 3. Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11
Tinggi s.d. 15 Agustus 2023.

6. Ketua Pengadilan
Tinggi Agama

7. Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara.

8. Kepala Pengadilan
Militer I-O5 Pontianak.

9. Kepala Pengadilan
Militer I-04 Palembang




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli — 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. Pemerintah Provinsi Jawa | Kunjungan Kerja 1. Diskusi mengenai Budidaya Ikan

Barat; Komisi IV DPR RI Keramba Jaring Apung dan

b. Pemerintah Kabupaten Reses Masa Permasalahan Lingkungan serta
Cianjur; Persidangan V Rehabilitasi Lahan di Waduk Cirata,

c. Kementerian Pertanian; Tahun Sidang Kec. Cirata, Kab. Cianjur.

d. Kementerian Lingkungan | 2022-2023 ke 2. Kunjungan dan Diskusi mengenai
Hidup dan Kehutanan; Provinsi Jawa Penyelamatan Varietas Padi Unggul

e. Kementerian Kelautan Barat. Pandanwangi dan Ketersediaan Pangan
dan Perikanan; Menghadapi El Nino Tahun 2023 di

f. Badan Pangan Nasional; Tanggal 17-21 Juli Kampung Budidaya Pandan Wangi,

g. Perum BULOG; 2023. Kec. Warungkondang, Kab. Cianjur.

h. PT Pupuk Indonesia;

i. PT RNI/Holding
Pangan/ID FOOD;

j- Perum Perhutani;

k. Wakil Kelompok Tani;
serta

1. Wakil Pembudidaya Ikan
Keramba Jaring Apung.




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | a. Pemerintah Provinsi Jawa | Kunjungan Kerja . Kunjungan dan Diskusi mengenai

Tengah; Komisi IV DPR RI Pengembangan Tanaman Kedelai di

b. Pemerintah Kabupaten Reses Masa Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab.
Demak; Persidangan V Demak.

c. Pemerintah Kota Tahun Sidang . Kunjungan dan Diskusi mengenai
Semarang; 2022-2023 ke Permasalahan Sedimentasi Laut di

d. Kementerian Pertanian; Provinsi Jawa Pelabuhan Perikanan Morodemak, Kec.

e. Kementerian Lingkungan | Tengah. Bonang, Kab. Demak.
Hidup dan Kehutanan; . Kunjungan dan Diskusi mengenai

f. Kementerian Kelautan Tanggal 17-21 Juli Pengendalian Bencana Abrasi dan
dan Perikanan; 2023. Banjir Rob di Desa Bedono, Kec.

g. Badan Pangan Nasional; Sayung, Kab. Demak.

h. Perum BULOG; . Kunjungan ke Pasar Karang Ayu, Kec.

i. PT Pupuk Indonesia; Semarang Barat, Kota Semarang

j- PT RNI/Holding terkait Ketersediaan Komoditas Pangan
Pangan/ID FOOD; Strategis dalam Mendukung

k. Kepala Pasar Karang Ayu; Penurunan Harga Pangan di Tingkat

1. Wakil Penyuluh Konsumen.
Pertanian;

m. Wakil Petani Kedelai;

n. Wakil Masyarakat
Nelayan; serta

o. Wakil Masyarakat Desa
Bedono.

3. | a. Pemerintah Provinsi Bali; | Kunjungan Kerja . Pertemuan dan Diskusi di Kantor

b. Pemerintah Kota Komisi IV DPR RI Gubermur Bali membahas
Denpasar; Reses Masa Pengembangan Potensi Pertanian,

c. Kementerian Pertanian; Persidangan V Kelautan dan Perikanan, serta

d. Kementerian Lingkungan | Tahun Sidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hidup dan Kehutanan;




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

€.

f.

Kementerian Kelautan
dan Perikanan;
Perum BULOG;

. PT Pupuk Indonesia;

PT RNI/Holding
Pangan/ID FOOD; serta
Asosiasi Tuna Long Line
Indonesia.

2022-2023 ke
Provinsi Bali.

Tanggal 17-21 Juli
2023.

dalam menunjang Sektor Pariwisata
dan Pangan di Bali.

. Kunjungan dan Diskusi di Kantor

Wilayah Bulog Renon membahas
Pengelolaan Stok Pangan Utama
(Beras, Jagung, Kedele, Gula, dan
Minyak Goreng) serta Ketersediaan
Pupuk Subsidi untuk Provinsi Bali.

. Diskusi mengenai Pengawasan Lalu

Lintas Hewan dan Tanaman ke Provinsi
Bali serta Penanganan dan
Pengawasan Penyakit Hewan
Berbahaya seperti Rabies dan Flu Babi
di Balai Karantina Pertanian Kelas I
Denpasar.

. Kunjungan dan Diskusi mengenai

Konservasi Ex Situ Jenis Ikan Lumba-
Lumba di Bali Exotic Marine Park,
Pedungan, Denpasar.

. Kunjungan dan Diskusi mengenai

Pengelolaan Ikan Tuna di Loka
Penelitian Perikanan Tuna
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Pedungan, Denpasar.




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli — 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. |- Kementerian PUPR; Kunjungan Kerja Masa | Kunjungan Kerja ke : Kunjungan Kerja
SDA, BM, CK, Perumahan | Reses dilaksanakan 1. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; Reses Komisi V
dan Bina Kontruksi, BPIW. pada tanggal 14 s.d. 18 | 2. Kota Palu, Provinsi Sulawesi DPR RI.

Juli 2023. Tengah.
- Kementerian Perhubungan; : : : : (Masa

2. Ditjen Hubdat, Hubud, Kunjungan Kerja Masa | Kunjungan Kerja ke Kota Bontang, Persidangan V
Hubdat, Hubla, ASDP, PT Reses dilaksanakan Provinsi Kalimantan Timur. Tahun Sidang
Pelindo, PT. Pelni, PT.AP1, pada tanggal 7 s.d. 11 2022-2023).
PT.AP.2, Airnav, ASDP. Agustus 2023.

- Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi;

- BMKG;
- BASARNAS.




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli — 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KOMISI VI

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 . Eselon I Kementerian BUMN Kunjungan Kerja Dalam rangka Peninjauan:
. D.irektur Utama PT Kujang Reses pad.a tanggal 1. Kawasan industri pupuk
Cikampek, 14-18 Juli 2023. kui }
. . jang;
. Direktur Utama PT Pertamina 2. Kawasan Tangkuban
(P.ersero) . Perahu;
. Direktur Utama PT Pertamina 3. Kinerja korporasi BUMN
G‘eothermal Energy Thk di Provinsi Jawa Barat.
. Direktur Utama PT PLN (Persero)
. Direktur Utama PT PLN Nusantara
Power
. Direktur Utama PT Pos Indonesia
. Direktur Utama PT Telkom
Indonesia (Persero) Tbk
. PT Len Industri (Persero)
2 . Kepala Badan Pengusahaan Kawasan | Kunjungan Kerja Dalam rangka kinerja
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Reses pada tanggal korporasi dan progres
Bebas Batam (BP Batam); 14-18 Juli 2023. pengembangan Kawasan




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

. Direktur Utama PT Danareksa strategis BP Batam, Provinsi
(Persero); Kepulauan Riau.

. Direktur Utama PT Perusahaan
Pengelola Aset (Persero);

. Direktur Utama PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero);

. Direktur Utama PT PLN Batam;

. Direktur Utama PT Angkasa Pura I;

. Direktur Utama PT Pelabuhan
Indonesia (Persero).

3 . Eselon I Kementerian BUMN; Kunjungan Kerja Dalam rangka kemitraan

. Direktur Utama PT Bank Rakyat Reses pada tanggal BUMN (HIMBARA) dengan
Indonesia (Persero) Tbk; 14-18 Juli 2023. para pelaku usaha mikro,

. Direktur Utama PT Bank Mandiri kecil dan menengah (UMKM).
(Persero) Thbk;

. Direktur Utama PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Thbk;

. Direktur Utama PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk;

. Direktur Utama PT Permodalan
Nasional Madani Surabaya, Provinsi
Jawa Timur.

4 . Eselon I Kementerian BUMN; Kunjungan Kerja Dalam rangka pembahasan

. Direktur Utama PT. Pertamina Reses pada tanggal Kinerja Korporasi BUMN di
(Persero) 14-18 Juli 2023. Wilayah Jawa Timur dan

. Direktur Utama PT. Pertamina EP Kontribusi Semen Indonesia
Cepu terhadap Provinsi Jawa

. Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Timur, Meliputi Kinerja
Energi Tuban East Java Keuangan, Penyerapan

. Direktur Utama PT. Garam (Persero) Tenaga Kerja Lokal Maupun




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia

(Persero)

. Direktur Utama PTPN III (Persero)
. Direktur Utama PT. Semen

Indonesia (Persero) Tbk.

Asing, Serta Program CSR
Kemitraan Dengan
Masyarakat Sekitar.
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Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023

(14 Juli - 15 Agustus 2023)

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

LAPORAN DWI MINGGUAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KOMISI VII

KEMENTERIAN/ OBJEK
N INFO SINGKAT KETERANGAN
o LEMBAGA PENGAWASAN O SING G
1. | Kunjungan Kerja a. Pelaksanaan a. Kunker ke Provinsi Sumatera Utara
Komisi VII DPR RI undang- 1) Mendapatkan data dan informasi terkait
pada Reses Masa undang; perkembangan di daerah khususnya
Persidangan V Tahun b. Pelaksaaan untuk industri produksi alumunium dan
Sidang 2022-2023 ke : keuangan fasilitas pengelolaan sumber energinya di
a. Provinsi Jambi, negara; PT INALUM (Persero) di Sumatera Utara
Peninjauan PLTA c. Kebijakan melalui tinjauan ke lapangan secara
PT Inalum Pemerintah. langsung. _
(Persero) Paritohan 2) Mela.kt.lkan pertemua.n deltlgfan Mitra
Kab. Toba Komisi VII DPI'Q RI. yaitu Dirjen EBTKE
. dan Ketenagalistrikan Kementerian
Samosir. > )
N ESDM RI, Dirjen [lmate Kemenperin RI,
b. Provinsi Jawa

Timur, peninjauan
ke PT Semen
Indonesia, di

Direksi PT INALUM (Persero), Direksi PT
PLN (Persero), Kadis ESDM Provinsi
Sumatera Utara, Direksi PT Industri
Baterai Indonesia (IBC) dan Direksi PT

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kabupaten Gresik.

. Provinsi

Kalimantan
Tengah, Terkait
Industri Hilir
Kelapa Sawit.

Vale Indonesia, Tbk., terkait hilirasi
industri mineral hasil tambang dan
kondisi supply demand ketenagalistrikan.
Mendapatkan data, informasi dan
melihat secara langsung perkembangan
hilirasi industri produksi tambang
lainnya seperti Nikel untuk produk
potensial seperti baterai kendaraan listrik
di Indonesia.

b. Provinsi Jawa Timur

1) Melihat secara langsung dan memperoleh

informasi terkait penggunaan energi fosil
dan pemanfaatan energi bersih yang
ramah lingkungan serta pengembangan
PLTS;

Menjaring masukan untuk memperkuat
dan meningkatkan kebijakan
penyediaan, pemanfaatan dan
pengembangan energi bersih guna
mendukung tercapainya target
Pemerintah tentang Net Zero Emission
Tahun 2060;

Melakukan pertemuan dengan Mitra
Komisi VII DPR RI yaitu Direksi Semen
Indonesia (Persero) Tbk., Direktorat
Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli — 15 Agustus 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Direktorat Jenderal IKFT Kementerian
Perindustrian RI dan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Timur.

c. Provinsi Kalimantan Tengah

1) Mendapatkan informasi terkait profil
perusahaan kelapa sawit yang ada di
Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Mendapatkan informasi mengenai
kondisi industri minyak nabati dan
biofuel secara nasional dan di
Kalimantan Tengah secara khusus.

3) Memperoleh informasi yang lebih
komprehensif mengenai tantangan,
peluang, dan isu-isu terkait industri hilir
kelapa sawit, khususnya di Provinsi
Kalimantan Tengah.

4) Melakukan pertemuan dengan Mitra
Komisi VII DPR RI yaitu:

a) Dirjen Industri Agro Kementerian
Perindustrian RI;

b) Dirjen EBTKE Kementerian ESDM;

c) Dirut Perusahaan Perkebunan Kelapa
Sawit:
- PT Binasawit Abadipratama
- PT Wana Sawit Subur Lestari

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli — 15 Agustus 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

- PT Agro Indomas
- PT Mustika Sembuluh
- PT Sungai Rangit
- PT Teguh Sempurna
- PT Bumihutani Lestari
- PT Gawi Bahandep Sawit Mekar
d) Dirut Perusahaan Hilir Kelapa Sawit
- PT Sawit Sumbermas Sarana
- PT Sukajadi Sawit Mekar
- PT Sinar Alam Permai
e) Asosiasi Kelapa sawit:
- GIMNI (Gabungan Industri Minyak
Nabati Indonesia);
- APROBI (Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia);
- APOLIN (Asosiasi Produsen
Oleochemical Indonesia);
-  GAPKI (Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia).
f) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Prov. Kalteng;
g) Pemkot Palangkaraya.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VIII

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja 1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI -
Pengawasan ke Provinsi Reses MP V MS melakukan pengawasan terhadap

Sumatera Utara, Sumatera | 5099 2023, .
Selatan dan Sulawesi pelaksanaan pembangunan di bidang

Utara agama dan pendidikan keagamaan.

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI
melakukan pengawasan terhadap
penyaluran bantuan sosial.

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI
melakukan pengawasan terhadap
penanggulangan bencana.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK

NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Pemerintah Provinsi | Kunjungan Kerja 1. Kondisi Umum Ketenagakerjaan
Maluku diwakili Reses Komisi IX DPR a. Upah
Sekretaris Daerah RI ke Provinsi Dalam menetapatkan upah minimum
Provinsi Maluku dan | Maluku Tanggal 14 — Provinsi Maluku, ditempuh dengan
jajaran. 18 Juli 2023 bidang dengan Dewan Pengupahan Provinsi
Ketenagakerjaan. Maluku melakukan rapat Dewan

Pengupahan dengan berpedoman pada
formula perhitungan upah minimum
sesuai ketentuan Permenaker Nomor 18
Tahun 2022 tentang Penetapan Upah
minimum Tahun 2023. data yang
dipergunakan untuk menentukan upah
minimum adalah data Badan Pusat
Statistik Nasional yang dirilis oleh
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia.
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INFO SINGKAT KETERANGAN

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Berdasarkan laporan yang disampaikan
kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku,
perusahaan yang melapor telah
melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan merumahkan pekerja, serta
berapa jumlah riilnya akibat dampak dari
krisis ekonomi global dari seluruh data
perusahaan yaitu,

v Jumlah Perusahaan yang ada di
Maluku sebanyak : 7342 Perusahaan

v Jumlah Perusahaan yang melakukan
PHK: 77 Perusahaan

v' Jumlah Perusahaan yang
merumahkan Pekerja : 25 Perusahaan

v Jumlah Riil akibat dampak dari krisis
ekonomi global : 102 Perusahaan

c. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PMI)
Di Provinsi Maluku sampai detik ini
belum ada Unit Kerja BP2MI, sementara
pekerjaan ini masih tetap dilakukan oleh
Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan
untuk menghadapi permasalahan yang
dihadapi dalam perlindungan
penempatan PMI diluar Negeri, maka
Upaya yang dilakukan untuk
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INFO SINGKAT KETERANGAN

meningkatkan kompetensi PMI yang
akan bekerja ke luar negeri melalui
pelatihan (LPK) yang terakreditas,
seperti pelatihan bahasa Jepang, bahasa
Korea, bagi pekerja formal, untuk
perawat ke luar negeri disertai STR
sebagai sertifikat keahlian sedangkan
untuk pekerja informal (sebagai House
Maid) akan di latih di BLKLN P3MI dan
mendapatkan sertifikat sebelum bekerja
keluar negeri

d. Bantuan Subsidi Upah
Bantuan subsidi upah yang diterima dari
Pemerintah Pusat untuk Provinsi Maluku
* 42.000 orang, tapi dalam realisasinya
tidak ada laporan jumlah penerima
karena di verifikasi langsung oleh
Kemenaker RI sedangkan Dinas Provinsi
dan BPJS Ketenagakerjaan di daerah
hanya disampaikan data perusahaan
penerima secara berkala sesuai tahap
pembayaran. Disamping itu, untuk
penerima Kartu Prakerja di Provinsi
Maluku sampai posisi Juni 2023
sebanyak 181.691 orang.

e. Outsourcing
Kondisi pekerja/buruh outsourcing di
Maluku saat ini, perusahaan outsourcing
yang beroperasi tidak memiliki kantor di
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Maluku sehingga dalam penindakan dan
proses penyelesaian permasalahan hak
pekerja/buruh maupun data perusahaan
dan pekerja/buruh mengalami kendala
apalagi tidak lagi ada kewajiban
perusahaan outsourcing untuk memiliki
ijin operasional perusahaan penyedia
jasa.

Hubungan Industrial

Dalam menyikapi permasalahan
hubungan industrial di Maluku dapat
disampaikan bahwa sejauh ini kondisi
Hubungan Industrial di Maluku cukup
baik walaupun pihak pekerja/buruh dan
pengusaha belum sepenuhnya
memahami dan melaksanakan aturan-
aturan ketenagakerjaan, maka sebagai
dinas teknis, telah dilakukan kegiatan-
kegiatan berupa pembinaan ke
perusahaan terkait dengan persyaratan
kerja, melakukan pengembangan dengan
dan Mediasi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial namun terkendala
dengan anggaran yang sangat minim
sehingga dalam melaksanakan tugas dan
fungsi pembinaan, pengembangan dan
mediasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial tidak optimal
mengingat kondisi geografis wilayah
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NO

Maluku. Data Jumlah Penyelesaian
masalah ditingkat tripartite 82 Kasus dan
ditingkat Pengadilan HI 1 Kasus.

g. Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
Dalam perlindungan jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku, saat
ini telah mencapai 40,88 persen atau
sebesar 207.043 dari total 506.407
tenaga kerja. Peluang cakupan
kepesertaan di Provinsi Maluku yang
belum dicapai sebesar 299.364 tenaga
kerja.

2. | Peninjauan ke Balai Komisi IX DPR RI mengapresiasi Balai Latihan
Latihan Kerja Kerja Komunitas Kesenian (BLKK) Jemaat GPM
Kesenian Jemaat Halong di Kota Ambon, Maluku yang

GPB Halon Ambon merupakan BLK Komunitas Kesenian pertama
di Indonesia yang terletak di kota Ambon. BLKK
Kesenian Halong bisa menjadi BLKK
percontohan bagi daerah lain dengan pelatihan
kesenian sebagai alternatif pekerjaan bagi
masyarakat, selain pelatihan pelatihan
komputer di BLKK lain selama ini.

BLKK Kesenian, ini menjadi percontohan untuk
Kementerian Ketenagakerjaan, yang selama ini
memberikan bantuan untuk jurusan
pelatihannya Teknik computer, menjahit dan
sebagainya. Namun demikian, diperlukan
penyesuaian bangunan BLKK Kesenian
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menyerupai studio musik yang dilengkapi alat
peredam suara yang dapat disesuaikan dengan
aktivitas pelatihan musik dan tidak
mengganggu warga sekitar. Pengaturan layout
dan setting tempat yang masih standar untuk
pelatihan berbasis pembelajaran seperti teknik
komputer, yang belum ada tempat untuk
musik, gitar, harus ruangannya berbeda antara
alat musik dan sebagainya.

Untuk itu ke depan perlu kontrak pembinaan
selama 3 (tiga) tahun yang terus diperpanjang
sebagai BLK Komunitas percontohan.

Pemerintah Provinsi
Papua Barat Daya
dan Instansi terkait

Kunjungan Kerja
Reses Komisi IX DPR
RI ke Provinsi Papua
Barat Daya Tanggal
14 — 18 Juli 2023
bidang
Ketenagakerjaan.

a. Jumlah pengangguran di Provinsi Papua
Barat Daya masih menjadi pekerjaan rumah
yang harus segera terselesaikan oleh
pemerintah Provinsi yang mencapai 17.417
orang dan terbesar berada di Kota Sorong
dengan jumlah mencapai 13.443 orang
sebagaimana data yang disampaikan dari
total yang bekerja sebanyak 246.142 orang.

b. Tingkat Kepesertaan aktif BPJS
Ketenagakerjaa di Provinsi Papua Barat
144.694 Tenaga Kerja yang tersebar dari
3.349 Badan Usaha, Tenaga Kerja Penerima
Upah selain penyelenggara Negara sebanyak
45.537 Tenaga Kerja, Tenaga Kerja PU pada
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Penyelengara Negara (Honorer Daerah dan
Aparatur Kamoung) sebanyak 10.044 TK,
Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Konstruksi
sejumlah 38.277 TK, dan Tenaga Kerja BPU
sebanyak 50.838 TK.

c. Capaian di Papua Barat Daya belum optimal
secara keseluruhan. Berdasarkan data
Coverage Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Pekerja Penerima Upah
yang sudah terlindungi sebesar 81.29% atau
di angka 55,581 orang, pekerja bukan
penerima upah sebesar 64.58% atau di
angka 50,836 orang dan Pekerja Jasa
Konstruksi sebesar 293,51% atau 38.277
Orang. Kendala yang dihadapi saat ini
adalah beberapa pemerintah daerah
khususnya di Kabupaten Maybrat dan
Sorong Selatan belum memberikan
dukungan penuh terkait penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan.

d. BPJS Ketenagakerjaan telah
mencairkan /membayarkan manfaat BPJS
Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat
Daya sejumlah Rp.135.222.449.957 atas 5
Program (JHT,JP,JKM,JKK,JKP) dari total
kasus sebanyak 17.588 kasus. Dan
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memberikan Beasiswa kepada 103 anak
dengan anggaran Rp.434.500.000

e. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
Daya terhadap Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi
Papua Barat Daya dan Kota/Kabupaten di
Provinsi PBD berupa:

1. Pembentukan regulasi Peraturan
Gubernur tentang Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Penerima Upah, Bukan Penerima Upah
dan Jasa Konstruksi;

2. Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi 50.000 Pekerja
Bukan Penerima Upah Tahun 2023.

f. Pemerintah Daerah Papua Barat Daya
sangat mendukung program BPJS
Ketenagakerjaan dengan dibentuknya
Regulasi, Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati dan PKS terkait dengan kewajiban
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun
menindaklanjuti PP Nomor 86 tahun 2013
dan Permenaker Nomor 23 tahun 2016
tentang tata cara pemberian sanksi
administratif tidak mendapat pelayanan
publik tertentu dan telah diturunkan dengan
membuat MoU dengan pemerintah daerah
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melalui PTSP terkait dengan pemberian
sanksi administratif. Sampai saat ini sudah
ada 8 Perusahaan yang dikenakan sanksi
pencabutan izin.
4. | Peninjauan Balai a. Peran Balai Pelatihan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong yang
Produktivitas Sorong merupakan ujung tombak pelatihan

keahlian, dan penigkatan kompetensi
pencari kerja dalam menghadapi era
globalisasi yaitu dengan mengupdate
program-program pelatihan yang sesuai
dengan kebutuhan DUDI atau kebutuhan
milenial. Output pelatihan BPVP Sorong
sudah banyak terserap di dunia kerja atau
dunia industri, baik yang bekerja di
perusahaan seperti PT. Freeport Indonesia,
PT. Dokindo Aimas, PT. ANG, Vega Hotel,
Hotel Aston, Hotel Kriyard, PT. Salawati
Motorindo dan yang berwirausaha mandiri
seperti usaha Hydroponik sayuran,
menjahit, usaha roti dan kue.

b. Tantangan dan kendala yang dialami oleh
BPVP Sorong adalah Jumlah Instruktur yang
yang hanya 38 orang dan Akses ke wilayah
pedalaman karena memiliki wilayah kerja
yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat,
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Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua
Selatan, dan Papua Barat daya.

c. Komisi IX DPR RI mengapresiasi BPVP
sorong yang mempunyai terobosan Inovasi
Program BPVP Sorong terkait dengan
pembuatan Mesin Pembuat Es Batu Ekspres
Hemat Listrik Berbasis PLTS on Grid.

Pemerintah Provinsi
Aceh dan instansi
terkait

Kunjungan Kerja
Reses Komisi IX DPR
RI ke Provinsi Aceh
Barat Daya Tanggal
14 — 18 Juli 2023
Bidang
Ketenagakerjaan.

a. Permasalahan ketenagakerjaan di Aceh
secara umum yaitu rendahnya kualitas dan
produktivitas Tenaga kerja yang berdampak
pada rendahnya daya saing Tenaga Kerja,
rendahnya kesempatan kerja dan
perluasan kesempatan kerja yang
berdampak pada kesempatan kerja dan
penempatan tenaga kerja, belum optimalnya
peran lembagaa hubungan industrial dan
pegawai pengawas ketenagakerjaan serta
sarana dan prasarana yang kurang
memadai.

b. Presentase Coverage Kepesertaan
ketengakerjaan di Aceh masih sangat
rendah, khususnya tingkat formal UKM dn
tingkat informal. Jika mengacu pada BPS
maka jumlah tenaga kerja yang terlindungi
dari Pekerja Penerima Upah sebesar 46,7 %
(9 319.699 orang), sedangkan yang pekerja
bukan penerima upah hanya 5,58% (48.743
orang dari seluruh jumlah BPU dari data
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BPS sebanyak 873.578 orang),dan
sedangkan jasa konstruksi yang paling
banyak jasa konstruksi kepersertaannya
yaitu 157,3% yaitu sebanyak 240.652
orang.

c. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi

Aceh masih lebih tinggi 0,3% dibanding
rerata TPT secara nasional. beberapa
program pemerintah Aceh untuk mengataasi
hal tersebut diantaraanya adalah
melaksanakan program pelatihan berbasis
kompetensi yang didasarkan pada training
need analisys tehadap kebutuhan pasr
kerja, melaksanakan program pelatihan
berbasis kebutuhan pasar kerja dan
keunggulan sumber daya alam setempat
agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam bentuk usaha mandiri, melaksanakan
program pemagangan di perusahaan,
mendorong penggunaan dan CSR /TJSL
perusahaan dalam meningkatkan
kompetensi tenaga kerja setempat.

. Masih banyak warga Aceh yang menjadi PMI

non prosedural, biasanya mereka
menyebrang melalui Kepri dan Kualamano

e. Beberapa program dari kemnaker pada tahun

2022 untuk memperluas lapangan pekerjaan
antara lain program pemagangan dalam
negeri untuk 250 orang dan yang terserap
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sebanyak 147 orang, program pengembangan
dan peningkatan produtivitas tenga kerja
melalui bimbingan bimbingn konsultasi dan
pelatihan, Bimtek perencanaan Tenaga kerja
mikro bagi aparatur ketenagakerjaan.
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NO PIHAK OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kabupaten Kunjungan Kerja Reses Kesimpulan:
Banyuwangi, Jawa Komisi X DPR RI Masa 1. Bidang Pendidikan
Timur Persidangan V Tahun Penyelenggaran pendidikan dasar
Sidang 2022—2023 sesuai kewenangan Pemerintah
tanggal 14—18 Juli 2023. Daerah Kabupaten Banyuwangi telah

berjalan dengan baik, bahkan telah
mengalami peningkatan baik mutu,
akses maupun kualitasnya. Diantara
permasalahan yang masih ada yaitu
mengenai guru honorer. Adapun
untuk penyelenggaraan pendidikan
tinggi, mengingat bukan menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuwangi dalam
pengelolaannya, maka masih sangat
diperlukan pembinaan dan koordnasi
dengan pemerintah pusat, dalam hal
ini Kemendikbudristek. Diantara
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permasalahan pendidikan tinggi,
antara lain mengenai minimnya SDM
pendidikan dengan status ASN (PNS
dan PPPK).

Bidang Kebudayaan

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan
di Kabupaten Banyuwangi telah
berjalan cukup baik, bahkan telah
mampu diintegrasikan dengan
pengembangan kepariwisataan di
Banyuwanagi.

Bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Kabupaten Banyuwangi memiliki
beberapa kiat dan strategi
pengembangan pariwisata, yaitu: (1)
adanya kepemimpinan berkelanjutan,
visi yang jelas, serta kolaborasi antar
instansi terkait; (2) adanya dukungan
sejumlah aturan atau regulasi yang
berpihak kepada kearifan lokal, tradisi,
dan budaya, yang antara lain
diwujudkan melalui kebijakan tata
ruang dan tata bangunan, serta
penguasaan lahan yang adil, sehingga
masyarakat tetap terlibat dalam
pengembangan industri pariwisata
tanpa tergusur oleh kekuatan investasi
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dari luar; (3) adanya dukungan
pengembangan wisata dengan model
community-based tourism, dimana
komunitas lokal terlibat aktif dengan
terbentuknya berbagai komunitas
dalam bentuk asosiasi pariwisata; (4)
adanya keterlibatan dan partisipasi
langsung dari masing-masing
komunitas yang ada di masyarakat
dalam penyelenggaraan berbagai event
daerah.

Bidang Olahraga dan Kepemudaan
Pengembangan bidang kepemudaan
dan keolahragaan di Kabupaten
Banyuwangi masih perlu ditingkatkan.
Namun dalam bidang olahraga, telah
ada terobosan untuk
mengintegrasikannya dengan bidang
pariwisata, dimana Banyuwangi juga
mengembangkan pariwisata olahraga
dengan memanfaatkan potensi alam,
seperti kawasan Gunung ljen yang
digunakan sebagai lokasi untuk event
lari trail dan hiking, serta surfing di
pantai Plengkung juga menjadi daya
tarik bagi peselancar dari dalam dan
luar negeri.
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Bidang Perpustakaan
Penyelenggaraan bidang perpustakaan
secara umum telah berjalan baik,
namun masih ada permasalahan
mengenai minimnya jumlah tenaga
pustakawan. Selain itu, di Kabupaten
Banyuwangi juga masih memerlukan
pengembangan komunitas-komunitas
baca, mengingat luas wilayah
Kabupaten Banyuwangi.

Rekomendasi

1.

Komisi X DPR RI mendorong
Kemendikbudristek RI untuk dapat
menyelesaikan permasalahan dan
temuan bidang pendidikan di
Banyuwangi, yaitu:

a. minimnya SDM pendidikan dengan
status PNS dan PPPK, serta
terbatasnya sarpras pendidikan di
Politeknik Negeri Banyuwangi.

b. Permasalahan lambatnya
pengangkatan guru honorer menjadi
ASN (PNS maupun P3K) di
Banyuwangi.

c. Akreditasi prodi pada perguruan
tinggi swasta yang dilakukan oleh
Lembaga Akreditasi Mandiri dimana
biayanya sangat memberatkan.
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Komisi X DPR RI mendorong
Kemendikbudristek RI melakukan
koordinasi dengan Pemda Banyuwangi
untuk mengkaji usulan Bahasa Asing
diakui dan dimasukkan ke dalam
kurikulum pendidikan, khususnya di
Banyuwangi.

Komisi X DPR RI mendorong
Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk
dapat mengadopsi kebijakan
pengembangan pariwisata di
Kabupaten Banyuwangi yang
menekankan aspek budaya dan konten
lokal.

Komisi X DPR RI mendorong
Kemenparekraf/Baparekraf RI dan
Kemenpora RI untuk berkoordinasi
dengan Pemda Banyuwangi guna
meningkatkan pengelolaan dan
pengembangan pariwisata olahraga.
Komisi X DPR RI mendorong
Pemerintah untuk segera
mengeluarkan kebijakan untuk
menambah jumlah tenaga
perpustakaan di daerah, termasuk di
Kabupaten Banyuwangi.

Daerah Istimewa
Yogyakarta

Kunjungan Kerja Reses
Komisi X DPR RI Masa
Persidangan V Tahun

Kesimpulan

Evaluasi Program Indonesia Pintar
(PIP) antara lain munculnya kendala
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Sidang 2022—2023
tanggal 14—18 Juli 2023.

terkait dengan penyaluran yakni Bank
(BNI), kuota usulan dari Kementerian
sedikit, kurang maksimalnya peran
sekolah dalam pengelolaan PIP
dikarenakan terbitnya SK tidak
terprogram, sehingga sekolah sulit
memantau jika siswanya mendapatkan
PIP, dinas tidak bisa memantau siswa
yang sudah melakukan aktivasi jika
sekolah belum melakukan konfirmasi
melalui aplikasi SIPINTAR, dan
perbedaan persepsi antara petugas BNI
di masing-masing cabang. Kurangnya
dana BOS dapat berdampak pada
kesejahteraan para tenaga pendidik.
Gaji dan insentif bagi guru dan staf
sekolah mungkin terbatas, sehingga
dapat memengaruhi motivasi dan
kinerja mereka. Ketidakcukupan dana
BOS juga dapat membatasi
kemampuan sekolah dalam
menyelenggarakan pelatihan dan
pengembangan profesional bagi guru,
yang pada akhirnya dapat berdampak
pada peningkatan kualitas pengajaran.
PPDB di DIY dilaksanakan secara
online/daring dan offline/luring.
Pelaksanaan PPDB secara luring
diperuntukkan bagi siswa inklusi,
sekolah penyelenggara Kelas Khusus
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Olahraga (KKO), dan Sekolah Seni
(SMK dengan program keahlian seni).
Sedangkan pelaksanaan PPDB secara
daring diperuntukkan bagi seluruh
SMAN dan SMKN di DIY yang tidak
termasuk dalam 3 (tiga) kategori
tersebut. Hasil evaluasi yang
dilaksanakan oleh Dinas Dikpora DIY,
pelaksanaan PPDB berjalan dengan
kondusif. Mekanisme penerimaan
PPPK 2022 diawali dengan membuat
analisis kebutuhan guru yang
didasarkan pada kurangnya
kebutuhan karena pensiun, mutasi
dan alih jabatan serta meninggal
dunia. Usulan kebutuhan pegawai
tersebut kemudian disampaikan
kepada BKD DIY untuk masuk dalam
penentuan formasi pengadaan pegawai
PPPK 2022. Kendala dalam
pengumpulan data terkait objek
pemajuan kebudayaan dialami
khususnya pada data budaya yang
bersifat sangat dinamis seperti
misalnya data terkait organisasi,
pelaku budaya, sarana dan prasarana
budaya.

Terkait bidang pariwisata, Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
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mendukung target-target yang
ditetapkan Pemerintah Pusat dengan
menjadikan target-target tersebut
menjadi Indikator kinerja Dinas
Pariwisata DIY yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan
dicapai perangkat daerah dalam empat
tahun mendatang. Hal tersebut
menunjukkan komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (2022--
2027) yang sejalan dengan RPJMN
terkait Kemenparekraf/Baparekraf RI
tahun 2020--2024. Hal-hal yang
menjadi perhatian khusus antara lain
terkait sustainable environment juga,
perizinan berbasis risiko juga menjadi
perhatian khusus dari
Kemenparekraf/Baparekraf RI dan
quality tourism menjadi arah kebijakan
Kemenparekraf/Baparekraf RI.

Permasalahan di bidang kepemudaan,
yaitu terkait dengan upaya
peningkatan indeks pembangunan
pemuda (IPP) yang terdiri dari 5
domain, yaitu pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan, peluang dan
kesempatan kerja, partisipasi dan
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kepemimpinan serta gender dan
diskriminasi, dimana domain-domain
tersebut tidak bisa diintervensi secara
langsung oleh dinas dikpora yang
menangani kepemudaan karena
berkaitan dengan masalah
kewenangan. Permasalahan di bidang
kepemudaan dan kepramukaan di
Daerah Istimewa Yogyakarta antara
lain: Upaya yang dilakukan dalam
menangani permasalahan
kepemudaan, dengan melakukan
koordinasi lintas sektor dengan OPD
terkait dilingkungan Pemda DIY, dinas
dikpora/dinas pora kabupaten/kota
serta organisasi kepemudaan,
stakeholder terkait maupun komunitas
kepemudaan yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Permasalahan
lain di bidang kepemudaan yaitu
adanya permasalahan kepemimpinan
di KNPI pusat yang berlarut-larut
sehingga berdampak pada KNPI
tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota terutama dalam hal
penyaluran hibah. Permasalahan
dibidang kepramukaan lebih kepada
keterbatasan sarana prasarana yang
dirasa belum cukup memadahi untuk
menunjang program/kegiatan baik
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rutin maupun program-program kreatif
maupun inovatif yang dikembangkan
oleh KWARDA DIY.

Balai Layanan Perpustakaan DPAD
DIY telah menyelenggarakan
perpustakaan meliputi 25 jenis
layanan sebagaimana yang tercantum
di standar pelayanan tahun 2023.
Penyelenggaraan perpustakaan
meliputi layanan perpustakaan di 3
lokasi layanan menetap yaitu
Grhatama Pustaka, Rumah Belajar
Modern di Sewon, serta Jogja Library
Center di Malioboro, layanan keliling di
26 titik lokasi, paket buku di 18 titik
lokasi serta pojok baca di 7 titik lokasi.
Permasalahan yang sering muncul
antara lain: keterbatasan sumber daya
manusia yang berpengaruh pada jam
buka layanan. Saat ini dengan
keterbatasan tenaga perpustakaan
yang ada sejumlah 26 orang.

Rekomendasi

1.

Mendorong Kemendikbudristek RI
untuk melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program PIP, dana BOS,
dan pelaksanaan penerimaan guru
PPPK di DIY.
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2. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf
RI untuk lebih memberikan perhatian
pada sustainable environment,
perizinan berbasis risiko dan quality
tourism. Ketiga hal tersebut
diharapkan menjadi arah kebijakan
Kemenparekraf/Baparekraf RI.

3. Mendorong Kemenpora RI untuk
mengatasi permasalahan
kepemimpinan di KNPI dan mengatasi
permasalahan kepramukaan terkait
sarana prasarana di DIY.

4. Mendorong Perpusnas RI untuk
meningkatkan sumber daya manusia
di bidang perpustakaan di DIY.

Provinsi Sumatera

Barat

Kunjungan Kerja Reses
Komisi X DPR RI Masa
Persidangan V Tahun
Sidang 2022—2023

tanggal 14—18 Juli 2023.

Kesimpulan

A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah
dan Tinggi
Pelaksanaan PPDB di Provinsi
Sumatera Barat masih mengalami
banyak kendala khususnya pada jalur
zonasi, sehingga pemangku pendidikan
mengusulkan agar PPDB dengan jalur
zonasi dievaluasi dan memperbanyak
kuota prestasi dan afirmasi. Persoalan
lain pada penyelenggaraan pendidikan
di Provinsi Sumatera Barat ialah
selama beberapa tahun terakhir tidak
ada penambahan unit sekolah baru

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023

(14 Juli — 15 Agustus 2023)

NO

PIHAK

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

tingkat SMU/SMK, sehingga terdapat
40.000 calon peserta didik usia

SMU /SMK yang tidak bisa ditampung
oleh sekolah negeri. Adapun pada
penyelenggaraan pendidikan tinggi,
secara umum berjalan baik, hanya
mengalami kendala pada kurangnya
akses untuk mengikuti program dan
bantuan yang diperoleh mahasiswa
dan perguruan tinggi, di antaranya
jumlah mahasiswa yang difasilitasi
melalui kegiatan MBKM flagship masih
terbatas dan belum merata, serta
bantuan hibah pengembangan MBKM
bersifat kompetitif, sehingga
kesenjangan antar PTN dan PTS besar
dan kecil semakin meningkat.

Bidang Kebudayaan

Kendala utama pengelolaan bidang
kebudayaan di Provinsi Sumatera
Barat ialah bidang kebudayaan tidak
menjadi urusan wajib. Akibatnya
dalam perencanaan program/kegiatan
pemerintahan belum menjadi prioritas.
Hal lain yang menjadi permasalahan
pengelolaan bidang kebudayaan di
Provinsi Sumatera Barat ialah
dukungan anggaran, sumber daya
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manusia (SDM), serta sarpras sangat
terbatas.

. Bidang Pariwisata

Terdapat hambatan yang dialami oleh
pelaku perhotelan di Provinsi
Sumatera Barat untuk
memperpanjang izin usahanya yaitu
implementasi dari Kepmen Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 259
K/GL. 01 MEM. G 2022 Standar
Penyelenggaraan 1zin Pengusahaan Air
Tanah di dalam Peraturan Daerah
(Perda) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Di dalam Perda tersebut mensyaratkan
bahwa hotel harus mengantongi surat
kesediaan dari PDAM untuk
menyediakan akses air PDAM (bukan
air tanah) untuk memperpanjang izin
usahanya. Selain itu, pelaku kuliner,
dan bisnis rumah makan serta resto
keberatan dengan regulasi kewajiban
rumah makan memiliki sertifikat laik
hygiene sanitasi (SLHS), padahal
keberadaan sertifikat kompetensi
profesi masak sudah cukup bagi
pemasak/koki makanannya dianggap
sehat.
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D. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

Pemangku olahraga di Provinsi
Sumatera Barat menilai Sosialisasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2022 tentang Keolahragaan masih
kurang masif termasuk kebijakan
desain besar olahraga nasional (DBON)
yang diatur dalam undang-undang
tersebut, sehingga tidak diketahui oleh
pemangku olahraga di Sumatera
Barat. Adapun Pemerintah daerah non
industrial di Provinsi Sumatera Barat
kekurangan anggaran untuk
membiayai pembinaan olahraga.

. Bidang Perpustakaan dan Literasi

Sama halnya dengan provinsi lain,
Provinsi Sumatera Barat juga
mengalami kekurangan tenaga
pustakawan, sehingga mengusulkan
agar dibukanya formasi rekrutmen
pustakawan ASN yang lebih banyak.

Rekomendasi
A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah

dan Tinggi

1. Komisi X DPR RI mendesak
pemerintah untuk mengevaluasi
pelaksanaan PPDB khususnya
penerapan sistem zonasi tahun
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2023, memperkuat pengawasan
dan koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagai penanggung jawab
penyelenggaraan pendidikan dasar
dan menengah, dan lebih terbuka
untuk menerima aduan dan
laporan dari Masyarakat.

2. Komisi X DPR RI mendesak
Kemendikbudristek RI bersama
Kementerian terkait dan
pemerintah daerah melakukan
pemetaan kebutuhan dan
pembangunan unit sekolah baru
dan/atau ruang kelas baru
berdasarkan kebutuhan geografis
dan demografis masyarakat.

3. Komisi X DPR RI mendorong
Kemendikbudristek RI memberikan
ruang akses lebih banyak kepada
perguruan tinggi swasta dan kecil
untuk mendapatkan dukungan
pengembangan guna mengurangi
kesenjangan kualitas dan sarana
prasarana antar perguruan tinggi.

Bidang Kebudayaan

Komisi X DPR RI mendorong
Kemendikbudristek RI mengupayakan
peningkatan kesadaran pemerintah
daerah untuk menjadikan bidang
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kebudayaan sebagai urusan wajib dan
strategis sehingga pemenuhan
anggaran, sarana dan prasarana dan
program peningkatan sumber daya
manusia kebudayaan menjadi program
utama pemerintah daerah.

Bidang Pariwisata

Komisi X DPR RI mendorong
Kemenparekraf/Baparekraf RI,
kementerian terkait dan bersama
pemerintah daerah melakukan kajian
dan evaluasi implementasi regulasi-
regulasi yang dinilai menghambat
usaha jasa pariwisata khususnya
Kepmen Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 259 K/GL. 01 MEM. G
2022 Standar Penyelenggaraan Izin
Pengusahaan Air Tanah dan kebijakan
sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS)
untuk rumah makan/resto dan hotel.

Bidang Olahraga dan Kepemudaan
Komisi X DPR RI mendorong
Kemenpora RI untuk segera
mensosialisasikan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan dan
mengimplementasikan Desain
Olahraga Daerah (DOD) yang
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merupakan dokumen rencana induk
kebijakan keolahragaan daerah yang
disusun berdasarkan desain besar
olahraga nasional (DBON) untuk
mendukung pembinaan olahraga di
daerah baik dari sisi dukungan
infrastruktur olahraga maupun
anggaran pembinaan olahraga di
daerah.

Bidang Perpustakaan dan Literasi
Komisi X DPR RI mendesak
Kemendikbudristek RI dan Perpusnas
RI untuk segera melakukan pendataan
dan pemetaan kebutuhan tenaga
perpustakaan daerah, kemudian
berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait untuk
mencari skenario solusi kekurangan,
dan peningkatan kesejahteraan tenaga
perpustakaan salah satunya melalui
jalur pengangkatan ASN-PPPK.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN LEGISLASI

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a. Dinas Pemberdayaan Audiensi Badan Badan Legislasi (Pejabat Badan Legislasi
Masyarakat dan Desa | Legislasi tanggal 14 Setjen DPR RI dan Tim Ahli) menerima
(PMD) Pemerintah Juli 2023, pukul audiensi Pimpinan Dinas Pemberdgyaan
Kabupaten Cirebon; 10.00 WIB. Masyarakat d.an Desa (PMD) Pemerintah
b. Persatuan Anggota Kabupaten Cirebon dan Persatuan
Anggota Badan Pemusyawaratan Desa
Badan Seluruh Indonesia (PABPDSI) terkait
Pemusyawaratan Desa dengan Revisi Undang-Undang Nomor 6
Seluruh Indonesia Tahun 2014 tentang Desa.
(PABPDSI).
2. | Pemerintah Kabupaten Audiensi Badan Badan Legislasi (Pejabat Badan Legislasi
Tanah Datar Legislasi tanggal 21 Setjen DPR RI dan Tim Ahli) menerima
Juli 2023, pukul audiensi Pemerintah Kabupaten Tanah
10.00 WIB. Datar yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati

Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan
beserta jajarannya terkait dengan Revisi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
3. | RUU tentang Kunjungan Diplomasi | Pelaksanaan Fungsi Diplomasi Parlemen
KEFARMASIAN Parlemen Badan Badan Legislasi ini untuk memperluas
Legislasi dalam wawasan dan pengetahuan serta bahan
masukan dalam rangka penyusunan
rangka penyusunan
Rancangan Undang-Undang tentang
RUU. Kefarmasian juga untuk mengumpulkan
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informasi/data dan pembelajaran penting
Kunjungan Kerja dari kedua negara tujuan terkait
dilakukan ke 2 (dua) pengaturan mengenai kefarmasian.

negara, yaitu:

a. Negara Chile pada
tanggal 28 Juli s.d.
3 Agustus 2023;

b. Negara Uruguay
pada tanggal 6 s.d.
12 Agustus 2023.
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1. | KSB - BKSAP | Friendly Talk Wakil Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma
Ketua BKSAP DPR RI & | Rudana (F-PD) menerima Delegasi Parlemen Ghana
Deputi Persidangan yang dipimpin oleh Hon.Osei Kyei Mensah Bonsu,
DPR RI dengan Majority Leader of the Parliament of Ghana di
Delegasi Parlemen Gedung Nusantara III Lt.2 (14/07).
Ghana tanggal 14 Juli
2023. Selain membahas upaya mempererat hubungan

bilateral antara RI dan Ghana, pertemuan juga
bertujuan untuk berbagi pengalaman antara kedua
parlemen mengenai pengelolaan persidangan
parlemen dan tugas — tugas kesekretariatan di
parlemen. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua
BKSAP DPR RI, Suprihartini, Deputi Persidangan
Sekretariat Jenderal DPR RI; Chairil Patria, Kepala
Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI; Dr. Ari
Mulianta Ginting, S.E. M.S.E. serta Dewi Justicia
Meidiwaty, Direktur Afrika Kementerian Luar
Negeri RI.

Pertemuan ditutup dengan pertukaran
cinderamata antara pihak BKSAP DPR RI dan foto
bersama lalu dilanjutkan dengan tur mengelilingi
Gedung Nusantara.
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2. | KSI - BKSAP

Parliamentary Forum at
the UN High-level
Political Forum on
Sustainable
Development tanggal 18
Juli 2023.

Wakil ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma
Rudana (F-PD) memimpin delegasi DPR RI
menghadiri High Level Political Forum 2023 di
markas besar PBB, New York, Amerika Serikat
(18/07/2023)

Sidang ini membahas kemajuan dan pencapaian
implementasi Sustainable Development Goals
(SDGs) di berbagai negara. Dalam pidatonya, Putu
menyampaikan bahwa implementasi SDGs di
Indonesia baru tercapai 63% dari target yang
diharapkan. Oleh sebab itu, dengan semakin
dekatnya tenggat waktu capaian 2030, peran aktif
parlemen sangat diperlukan dalam
pengarusutamaan isu SDGs. Perlu upaya kolektif
dan sinergi yang baik antara pemerintah, DPR,
masyarakat, dan Lingkungan Internasional dalam
menghadapi tantangan pencapaian SDGs.

Turut hadir dalam sidang tersebut, wakil ketua
BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (F-PDIP),
Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), serta anggota
BKSAP, Yohanis Fransiskus Lema (F-PDIP), Andi
Achmad Dara (F-Golkar), dan Didi Irawadi
Syamsuddin (F-PD)

3. | KSR - BKSAP

Observation of the 2023
Election of Members of
Parliaments for the 7th
Mandate of the

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dan Wakil
Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana,
mengunjungi Phnom Penh, Kamboja dalam
kapasitasnya sebagai International Observer untuk
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Legislature, Phnom
Penh, Kamboja tanggal
23 Juli 2023.

memantau pemilihan umum Kamboja yang ke-7,
pada tanggal 23 Juli 2023.

Dalam hal ini, Fadli Zon dan Putu Supadma
Rudana mengikuti proses pemantauan pembukaan
beberapa TPS di 3 lokasi (Chaktomuk Secondary
School, Hun Sen Bun Wat Phnom High School, dan
Phnom Dusn Penh Primary School) hingga proses
perhitungan surat suara yang relatif berjalan
lancar dan tertib. Delegasi Indonesia mengapresiasi
proses pemilu nasional di Kamboja dimana rakyat
Kamboja menggunakan hak politik mereka secara
antusias. Tercatat lebih dari 84% masyarakat
Kamboja datang ke TPS.

Selain Indonesia, Parlemen Kamboja juga
mengundang delegasi parlemen negara anggota
ASEAN menjadi observer, sesuai kesepakatan saat
Parliamentary Preparatory Meeting pada ASEAN-
AIPA Leaders Interface Meeting, di Labuan Bajo
pada bulan Mei lalu.

BKSAP

Courtesy Call Ketua
BKSAP DPR RI dengan
Dubes Laos untuk RI
tanggal 26 Juli 2023.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon (F-
PGerindra) menerima Duta Besar Laos untuk
Indonesia, H.E. Mr. Phomma Sidsena di Gedung
Nusantara III Lt. 2 (26/07/23).

Pertemuan membahas rencana kehadiran delegasi
parlemen Laos pada Sidang Umum AIPA ke-44
yang akan diadakan pada awal Agustus 2023 di
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Jakarta. Dibahas pula rencana pertemuan bilateral
antara Ketua Parlemen Laos dengan Ketua DPR RI
pada sela — sela Sidang Umum dan permintaan
pertemuan dengan Presiden RI.

Duta Besar Laos untuk Indonesia juga berharap
agar penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44
dapat berjalan dengan lancar serta kedua negara
dapat berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan
sidang dan keketuaan ASEAN, mengingat Laos
akan memegang presidensi ASEAN dan AIPA di
tahun 2024.

BKSAP

BKSAP Fun Run & Ride
Road to the 44t AIPA
Assembly tanggal 28
Juli 2023.

BKSAP mengadakan kegiatan Fun Run and Ride

dalam rangka menyambut Sidang Umum AIPA ke-

44.

Hadir dalam kegiatan tersebut:

1. Dr. Fadli Zon (F-PGERINDRA), Ketua BKSAP
DPR RI

2. Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD), Watua
BKSAP DPR RI

3. Dr. Sukamta (F-PKS), Watua BKSAP DPR RI

4. Dyah Roro Esti (F-PG), Anggota BKSAP DPR RI

S. Mulan Jameela (F-PGerindra), Anggota BKSAP
DPR RI

Kegiatan tersebut diadakan untuk menyambut
Sidang Umum AIPA ke-44 yang akan diadakan
pada 5 — 11 Agustus 2023.
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6.

KSB - BKSAP

Kunjungan GKSB DPR
RI — Parlemen Oman ke
Muscat tanggal 29 Juli
— 4 Agustus 2023.

Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Oman dipimpin
oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Oman, Prof.
Dr. Zainuddin Maliki (F-PAN) dan beranggotakan:
1. Endro Suswantoro Yahman (F-PDIP)

2. Farida Hidayati (F-PKB)

3. Ishak Mekki (F-PD)

Dalam kunjungan tersebut, Delegasi mengadakan
pertemuan dengan:

1. Pertemuan dengan Jajaran KBRI Muscat
Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI -
Parlemen Oman yang dipimpin oleh Prof. Dr.
Zainuddin Maliki (F-PAN) melakukan Pertemuan
dengan Dubes Indonesia untuk Oman H.E.
Mohamad Irzan Djohan di KBRI Muscat
(30/7/2023).

Dubes menyambut baik kunjungan Delegasi GKSB
dan berharap agenda pertemuan dengan
Kementerian Pendidikan Tinggi Oman dan dengan
Parlemen nantinya dapat meningkatkan hubungan
baik diantara kedua negara.

Ketua Delegasi menyampaikan apresiasi atas
bantuan dan dukungan Dubes sehingga
kunjungan GKSB ini dapat terlaksana. Hubungan
baik antara Indonesia dgn Oman yang telah terjalin
sejak lama perlu terus ditingkatkan. Indonesia
memandang penting posisi Oman sebagai negara
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yang berpengaruh di kawasan. Kedua negara
memiliki persamaan nilai-nilai yang kedepannya
bisa dijadikan peluang untuk peningkatan
hubungan kerja sama yang lebih baik lagi.

Saat ini ada sekitar 4.766 WNI yg ada di Oman,
sebagian bekerja di Oman dalam berbagai bidang.
Pasca Pandemi Covid-19, peluang kerja sama yang
terbuka untuk ditingkatkan antara lain dalam
bidang pendidikan dan pariwisata, dimana warga
Oman memiliki ketertarikan yang sangat besar
atas pariwisata di Indonesia. Hal itu juga didukung
dengan adanya penerbangan langsung dari Muskat
ke Jakarta PP, sehingga memudahkan kunjungan
antar kedua negara. Untuk kerja sama pendidikan
masih terkendala belum adanya payung hukum
yang mengatur kerja sama tersebut, sehingga
diharapkan dengan kunjungan ini permasalahan
ini bisa langsung disampaikan kepada Menteri
Pendidikan Tinggi untuk didiskusikan jalan
keluarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB
DPR RI - Parlemen Oman, Endro Suswantoro
Yahman (F-PDIP), Farida Hidayati (F-PKB), Ishak
Mekki (F-PD) dan jajaran KBRI Oman di Muscat.

KSB - BKSAP

Kunjungan GKSB DPR
RI — Parlemen Oman ke

Delegasi GKSB DPR RI — Parlemen Oman dipimpin
oleh Ketua GKSB DPR RI — Parlemen Oman, Prof.
Dr. Zainuddin Maliki (F-PAN) dan beranggotakan:
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Muscat tanggal 29 Juli
— 4 Agustus 2023.

4. Endro Suswantoro Yahman (F-PDIP)
5. Farida Hidayati (F-PKB)
6. Ishak Mekki (F-PD)

Dalam kunjungan tersebut, Delegasi mengadakan

pertemuan dengan:

- Pertemuan dengan Menteri Pendidikan
Tinggi, Riset dan Inovasi Kesultanan Oman
Dalam kunjungan ke Oman, GKSB DPR RI -
Parlemen Oman yang dipimpin Prof. Dr.
Zainuddin Maliki (F.PAN) melakukan
pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi,
Riset & Inovasi Kesultanan Oman, Prof. Dr.
Rahma Ibrahim Al Mahrooqi di Muscat
(31/07/23).

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai
peluang kerja sama di bidang pendidikan dan
riset.

Menteri sangat tertarik untuk mendalami kerja
sama riset terutama dalam bidang biodiversity,
energi baru dan terbarukan, traditional
medicine, waste energy/waste management,
dan peluang kerja sama antar perguruan tinggi.

Ketua delegasi menyampaikan beberapa
universitas di Indonesia telah melakukan
berbagai penelitian, terutama ketika pandemi,
telah dilakukan penelitian dan penemuan
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vaksin, produk kesehatan maupun farmasi,
namun masih terkendala untuk uji ilmiah
maupun pengakuan secara formal dari
pemerintah.

Kampus - kampus di Indonesia saat ini
memberlakukan program kurikulum
merdeka/kampus merdeka dimana para
mahasiswa diberikan kesempatan untuk
memasuki dunia industri/bidang kegiatan yang
sesuai dengan minatnya selama 2 semester
dengan tujuan untuk mendekatkan kampus
dengan industri/masyarakat, sehingga ketika
mereka selesai kuliahnya dapat langsung terjun
ke masyarakat/dunia industri dengan bekerja
atau menciptakan peluang kerja baru.

Kerja sama pemberian beasiswa yang saat ini
telah ada perlu untuk ditingkatkan kembali
mengingat tingginya minat warga Indonesia
yang ingin melanjutkan pendidikan di Oman.
Untuk itu Menteri bersedia memberikan
tambahan kuota beasiswa untuk mahasiswa
Indonesia yang akan belajar di Oman.
Menteri juga sangat tertarik untuk segera
merealisasikan kerja sama dengan berbagai
perguruan tinggi di Indonesia terutama dalam
hal joint research dan merencanakan segera

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023

(14 Juli — 15 Agustus 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

berkunjung ke Indonesia segera setelah ada
tindak lanjut dari pertemuan ini.

Meninjau persiapan Pengawasan Pemilu di
Luar Negeri

Dalam kunjungan ke Oman ini, delegasi
berkesempatan bertemu dengan masyarakat
Indonesia di Oman yang sedang mengikuti
sosialisasi Pengawasan Pemilu di Luar Negeri
(31/07/23).

Anggota delegasi, Endro S. Yahman (F.PDIP)
yang juga adalah Anggota Komisi II DPR RI
hadir dalam pertemuan tersebut dan
memberikan pengarahan. Beliau menghimbau
kepada panitia pelaksana pemilu di Oman
untuk menyelenggarakan pemilu dengan adil,
jujur dan rahasia. Kepada para WNI, beliau
juga berpesan agar menggunakan hak pilihnya
dengan baik.

Diharapkan dengan penyelenggaraan pemilu
yang baik nantinya akan terpilih pemimpin
Indonesia yang memberikan manfaat besar
kepada masyarakat Indonesia.

Pertemuan dengan Parlemen Oman
GKSB DPR RI - Parlemen Oman melakukan
pertemuan dgn Wakil Ketua Majelis Daulah
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Kesultanan Oman, H.E. Syekh Dr. Al Khitab bin
Ghalib Al Hinai di Muscat (1/8/2023).

Pertemuan membahas berbagai hal diantaranya
terkait peningkatan kerja sama antara
Indonesia - Oman di bidang pendidikan, kerja
sama ekonomi, usulan pembentukan joint
economy forum, peluang investasi maupun kerja
sama di bidang pariwisata.

Majelis Daulah mengharapkan aksi nyata
untuk implementasi kerja sama yang ada antar
Indonesia - Oman. Di bidang pendidikan bisa
dilakukan pertukaran pelajar, pertukaran
dosen, joint research maupun pengakuan ijazah
antar kedua negara.

Isu lingkungan hidup juga dibahas, berkaitan
dengan produk PCO Indonesia yang sering
dikaitkan dengan isu kerusakan lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua GKSB
menjelaskan bahwa perkebunan sawit di
Indonesia sudah memperhatikan pelestarian
lingkungan, dan telah dihasilkan Undang-
undang yang antara lain mengatur pembagian
hutan konservasi, hutan produksi,
perlindungan masyarakat adat sehingga
perkebunan sawit tidak merusak lingkungan.
Dijelaskan pula bahwa Indonesia sedang dalam
masa transisi energi dari energi fosil menuju
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penggunaan energi baru dan terbarukan.
Untuk mengurangi dampak perubahan iklim
diperlukan kerja sama semua negara, baik
negara maju maupun negara berkembang.
Negara maju hendaknya juga menepati
komitmennya untuk memberikan kontribusi
untuk negara-negara berkembang yang akan
melakukan transisi energi.

Di bidang kerja sama antar parlemen kedua
pihak juga sepakat pentingnya pelaksanaan
fungsi parlemen dan diharapkan kedua
parlemen terus dapat bekerja sama di masa
yang akan datang.

KSR - BKSAP

Rapat Pengarahan
Persiapan Substansi
dan Teknis SIUM AIPA-
44 di Bogor tanggal 3
Agustus 2023.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
DPR RI, Dr. Fadli Zon bersama Wakil Ketua
BKSAP, Putu Supadma Rudana, MBA, Gilang
Dhielafararez, SH., L.LM., Ir. Hafisz Tohir, dan
Sukamta, P.hD memimpin Rapat Steering
Commitee Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA) pada Kamis, 3
Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat.

Rapat membahas Pengarahan Persiapan Substansi
dan Teknis SIUM-44 AIPA bagi Anggota BKSAP.
Rapat juga dihadiri Direktur Kerja Sama Politik
dan Keamanan ASEAN beserta jajaran untuk
mendapatkan masukan dan informasi isu-isu
terkini.
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Sidang Umum AIPA merupakan forum tertinggi
pertemuan para Parlemen Anggota ASEAN yang
digelar satu kali setahun untuk bertukar
pandangan dan praktik terbaik di antara Parlemen
Anggota ASEAN. Tahun 2023 menjadi kali ke-7
DPR RI menjadi tuan rumah SIUM AIPA.

KSB - BKSAP

Pimpinan dan Anggota
BKSAP mendampingi
Ketua DPR RI
menerima Ketua
Majelis Nasional Viet
Nam tanggal 4 Agustus
2023.

Ketua DPR RI menerima Kunjungan Resmi Ketua
Majelis Nasional Vietnam, Vuong Dinh Hue
sekaligus menandatangani MoU Kerja Sama antar
Parlemen, di Gedung Nusantara, Kompleks
Parlemen, Jakarta Pusat pada Jumat (4/8). MoU
bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja
sama antarparlemen kedua negara.
Penandatanganan kerja sama ini akan menjadi
dorongan untuk pertukaran informasi, konsultasi,
pelatihan, peningkatan kapasitas, serta pertukaran
delegasi antar-parlemen. Hubungan bilateral
Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak
tahun 1955 serta selalu menghasilkan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat
kedua negara.
Puan berharap MoU kermitraan ini dapat
berdampak nyata dalam kemitraan strategis di
bidang perdagangan, investasi, energi bersih dan
terbarukan, serta konektivitas kedua negara.
Hadir dalam kegiatan tersebut:
1. Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Ketua BKSAP DPR
RI;
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2. Gilang Dhielafararez, S.H., LLM (F-PDIP), Watua
BKSAP DPR RI;

3. Riezky Aprilia (F-PDIP), Anggota BKSAP DPR RI;

4. Paramitha Widya (F-PDIP), Anggota BKSAP DPR
RI;

5. Irine Roba (F-PDIP), Anggota BKSAP DPR RI.

10.

BKSAP

44TH AIPA General
Assembly tanggal 5 -
11 Agustus 2023.

DPR RI dengan BKSAP sebagai Focal point nya,
menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-44 ASEAN
Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dengan
mengusung tema "Responsive Parliaments for a
Stable and Prosperous ASEAN'" pada 5-11 Agustus
2023.

Sidang Umum AIPA merupakan bentuk komitmen
bersama Parlemen Anggota ASEAN untuk
menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di
Asia Tenggara.

Turut hadir dalam opening ceremony, seluruh
Pimpinan dan Anggota BKSAP dan hadir
menyampaikan Opening Remarks, Presiden RI, Ir.
Joko Widodo.

Sidang Umum ke-44 AIPA membahas sejumlah
agenda strategis, meliputi Isu keamanan,
pertumbuhan ekonomi, gender, pembangunan
inklusif, keterlibatan pemuda dalam politik dan
lingkungan hidup.

Hadir dalam rangkaian persidangan tersebut:
1. Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Ketua BKSAP;
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ok

6.
7
8.
9.
10.

11

16.

17

18.

19.
20.
21.
22.

Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Wakil Ketua
BKSAP;

Putu Supadma Rudana (F-PD), Wakil Ketua
BKSAP;

Dr. Sukamta (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP;
Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), Wakil Ketua
BKSAP;

Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Anggota
BKSAP;

. Agustina Wilujeng (F-PDIP), Anggota BKSAP;

Ina Ammania (F-PDIP), Anggota BKSAP;
Vanda Sarundajang (F-PDIP), Anggota BKSAP;
Adriana Charlotte Dondokambey (F-PDIP),
Anggota BKSAP;

.Kris Dayanti (F-PDIP), Anggota BKSAP;
12.
13.
14.
15.

Hugua (F-PDIP), Anggota BKSAP;

Charles Honoris (F-PDIP), Anggota BKSAP;
Riezky Aprilia (F-PDIP), Anggota BKSAP;
Paramitha Widya Kusuma (F-PDIP), Anggota
BKSAP;

Krisantus Kurniawan (F-PDIP), Anggota BKSAP;
.Dyah Roro Esti Widya Putri (F-PG), Anggota

BKSAP;

Puteri Anetta Komarudin (F-PG), Anggota
BKSAP;

Ravindra Airlangga (F-PG), Anggota BKSAP;
Singgih Januratmoko (F-PG), Anggota BKSAP;
Kamrussamad (F-PGerindra), Anggota BKSAP;
Fadhlullah (F-PGerindra), Anggota BKSAP;
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23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

Himmatul Aliyah (F-PGerindra), Anggota
BKSAP;

Bimantoro Wiyono (F-PGerindra), Anggota
BKSAP;

Katherine A. Oendoen (F-PGerindra), Anggota
BKSAP;

Mulan Jameela (F-PGerindra), Anggota BKSAP;
Hasbi Anshory (F-PNasdem), Anggota BKSAP;
Arkanata Akram (F-PNasdem), Anggota BKSAP;
Andy Muawiyah Ramly (F-PKB), Anggota
BKSAP;

Arzeti Bilbina (F-PKB), Anggota BKSAP;
Syaikhul Islam (F-PKB), Anggota BKSAP;
Linda Megawati (F-PD), Anggota BKSAP;
Muslim (F-PD), Anggota BKSAP;

Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD), Anggota
BKSAP;

Hasani Bin Zuber (F-PD), Anggota BKSAP;
Surahman Hidayat (F-PKS), Anggota BKSAP;
Syahrul Aidi Ma’azat (F-PKS), Anggota BKSAP;
Sakinah Aljufri (F-PKS), Anggota BKSAP;
Asman Abnur (F-PAN), Anggota BKSAP;

Dewi Coryati (F-PAN), Anggota BKSAP;

Primus Yustisio (F-PAN), Anggota BKSAP;
Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP), Anggota
BKSAP;

Rojih (F-PPP), Anggota BKSAP.

11.

KSB - BKSAP

Friendly Talk GKSB
Turki dengan Delegasi

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Turki, Muhammad
Farhan (F-PNasDem) didampingi Anggota GKSB
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Parlemen Turki tanggal
8 Agustus 2023.

DPRRI, M. Husni, SE, MM (F-P Gerindra) menerima
kunjungan delegasi Turki, Hon. Ms. Ayse Bohurler
dan Hon. Ms. Riumeysa Kadak beserta jajaran di
Gedung Nusantara III DPR RI (08/08/2023).

Pada pertemuan tersebut, Ketua GKSB menyambut
baik kunjungan Delegasi Parlemen Turki ke DPR
RI disela penghelatan AIPA ke-44 yang tengah
berlangsung di Jakarta pada tanggal 5-11 Agustus
2023.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula
oleh M. Husni, SE, MM (F-P Gerindra), bahwa
hubungan persahabatan Indonesia dan turki telah
berlangsung sejak lama, salah satu bentuk
persahabatan kedua negara yaitu dengan
pemberian bantuan kemanusiaan pemerintah
Indonesia pada saat terjadi bencana gempa di
Turki bulan Februari 2023 yang lalu. Hal ini
ditanggapi oleh Ms. Ayse Bohurler dengan ucapan
terima kasih yang sangat mendalam mewakili
masyarakat Turki dan Presiden Recep Tayyip
Erdogan kepada Masyarakat dan pemerintah
Indonesia.

Muhammad Farhan menyampaikan bahwa
kepedulian dan solidaritas antar kedua negara
adalah bersifat reciprocal dimana pada saat terjadi
Tsunami di Aceh, pemerintah Turki juga menjadi
salah satu negara yang banyak membantu Aceh
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dari masa darurat hingga masa rekonstruksi
pasca-gempa dan tsunami 2004 lalu.

Kedua belah pihak berharap agar kerja sama yang
telah terjalin dapat terus dikembangkan dan
berkontribusi bagi penguatan kerja sama bilateral
khususnya antara parlemen Indonesia dan Turki.

12.

KSB - BKSAP

Pimpinan dan Anggota
BKSAP mendampingi
Ketua DPR RI
menerima Ketua
Parlemen Laos tanggal
9 Agustus 2023.

Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI:

1. Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Wakil Ketua
BKSAP DPR RI;

2. Putu Supadma Rudana (F-PD), Wakil Ketua
BKSAP DPR RI;

3. Hugua (F-PDIP), Anggota BKSAP DPR RI;

4. Mulan Jameela (F-PGerindra), Anggota BKSAP
DPR RI.

Mendampingi Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR
RI bidang Korpolkam menerima Ketua Parlemen
Laos H.E. Mr. Xaysomphone Phomvihane bersama
delegasi Parlemen Laos di Gedung Nusantara DPR
RI, pada sela— sela Sidang Umum AIPA ke-44
dimana DPR bertindak sebagai tuan rumah. Pada
pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk
meningkatkan kerja sama di berbagai sektor,
termasuk dalam pemberantasan kejahatan
transnasional.

13.

KSI - BKSAP

The 10% Meeting of IPU
Task Force on Ukraine —
Russia Conflict

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-Gerindra)
menghadiri rapat virtual ke-10 dari gugus tugas
resolusi konflik Ukraina-Russia Inter-Parliamentary
Union di Fadli Zon Library, Jakarta (14/08/2023).
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Resolution tanggal 14
Agustus 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli menyampaikan
bahwasanya Parlemen Indonesia baru saya
menyelenggarakan Sidang Umum ke-44 ASEAN
Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Dalam sidang
tersebut, Parlemen Rusia dan Ukraina turut
diundang sebagai observer. Kedua parlemen
tersebut diberi kesempatan untuk menyampaikan
remarks pada plenary meeting dan juga masing-
masing dapat melaksanakan pertemuan bilateral
dengan parlemen ASEAN.

Dalam beberapa pertemuan dengan kedua
Parlemen tersebut di sela-sela SIUM AIPA, Fadli
terus menyampaikan bahwa IPU Task Force terus
mengedepankan dialog untuk perdamaian melalui
jalur parlemen. Karena dialog dari sisi
pemerintahan masih jauh dari harapan. Adapun
dalam perkembangan terkini, keanggotan Belanda
yang mewakili Twelve Plus Group digantikan oleh
Presiden Senat Belgia, Ms. Stephanie d’Hose.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

Mahasiswa
Universitas Sebelas
Maret

tanggal 04 Agustus
2023.

peraturan di Universitas Sebelas Maret
Surakarta tentang mekanisme tata
beracara Majelis Kode Etik Mahasiswa.

NO INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Badan Musyawarah Menerima audiensi Audiensi tentang pelaksanaan penegakan
DPRD Kabupaten tanggal 27 Juli 2023. | kode etik di Mahkamah Kehormatan
Tana Tidung Dewan DPR RI.
2. | DPRD Kota Salatiga Audiensi terkait dengan materi
Optimalisasi Peran Badan Kehormatan
DPRD.
3. | Badan Kehormatan Audiensi dalam rangka Pengayaan
DPRD Provinsi Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Anggota
Sulawesi Selatan DPRD.
4. | DPRD Kabupaten Menerima audiensi Audiensi sehubungan dengan tugas dan
Teluk Wondana tanggal 31 Juli 2023. | fungsi Badan Kehormatan.
5. | Majelis Kode Etik Menerima audiensi Audiensi dalam rangka penyusunan
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Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(14 Juli - 15 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO INSTANSI KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN
1. | Daerah Kunjungan Kerja Tujuan Kunjungan Kerja BURT DPR RI ini adalah
Administratif BURT tanggal 1-7 untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang:
Khusus Republik | Agustus 2023. 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi
Rakyat Tiongkok parlemen yang telah dipraktekan oleh parlemen
Hong Kong negara lain.

2.Model dan mekanisme komunikasi antara
Anggota Parlemen dengan konstituennya.

3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana
kawasan kompleks parlemen, serta penataan
kawasan kompleks parlemen.

4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota
Parlemen.

5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota
Parlemen.

6. Perencanaan dan implementasi e-parliament.

7.Manajemen sistim pendukung (supporting system)
parlemen yang bertugas memberi dukungan
keahlian, teknis dan administratif.

2. --- Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka
Dalam Negeri dalam evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
rangka Evaluasi Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan
Pelaksanaan Program | untuk:

Jamkestama: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai
1. Tanggal 8-11 pentingnya program Jamkestama, terutama
Agustus 2023 ke untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit
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Surabaya, Jawa
Timur.

2. Tanggal 12-15
Agustus 2023 ke
Denpasar, Bali.

provider sebagai penyelenggara program
Jamkestama khususnya bagi Anggota DPR RI
daerah pemilihan Papua beserta keluarganya.

. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT.

Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider
dalam pelaksanaan program Jamkestama.

. Membangun pemahaman yang sama mengenai

pentingnya pelayanan prima yang diberikan
rumah sakit dalam memberikan layanan
Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan
keluarganya, karena masih ditemui beberapa
rumah sakit provider belum melaksanakan
layanan jamkestama sesuai standar.
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